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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025
Tentang  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 
Tahun 2024
	Pemohon
	:
	Drs. H. Iyos Somantri, M.Si.dan Zainul S., S.E., M.Si.

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

	Pihak Terkait
	:
	Drs. Asep Japar, M.M. dan H. Andreas, S.E.

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024

	Pokok Perkara
	:
	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

	Tanggal Putusan
	:
	5 Februari 2025

	Ikhtisar Putusan
	:
	

	Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024, Nomor Urut 1  memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi KPU 3057/2024, bertanggal 6 Desember 2024 dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon:
1. Bahwa Menurut Pemohon, terdapat penggelembungan suara pada 469 TPS yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan se-Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa menurut Pemohon, ada keterlibatan jajaran birokrasi dan ASN Kabupaten Sukabumi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2; 
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat tindakan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat keterlibatan/ketidaknetralan Bupati Sukabumi atas nama Marwan Hamami yang sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi (partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang diduga tidak melakukan cuti ketika masa kampanye pilkada 2024 berlangsung;
5. Bahwa menurut Pemohon, ada kegiatan Geopark Ciletuh Spektakuler di desa Mandrajaya pada tanggal 9 november 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata yang diduga penuh kepentingan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibuktikan dengan memberikan simbol salam dua jari sebagai dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
6. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama setingkat eselon IIB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pengangkatan pejabat administratur (camat) pada masa tahapan pilkada;
7. Bahwa menurut Pemohon, terdapat ketidaknetralan para kepala desa dan aparat desa serta Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
8. Bahwa menurut Pemohon, terdapat kegiatan bagi-bagi sembako yang sarat akan kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
9. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penghitungan hasil cepat di media sosial versi Bawaslu Kabupaten Sukabumi mendahului penetapan hasil penghitungan suara melalui pleno KPU		
Terkait terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi 3057/2024, bertanggal 6 Desember 2024. 
[bookmark: _Hlk167131067]		Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi 3057/2024, bertanggal 36 Desember 2024, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.
	Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.
	Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi 3057/2024, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 22.45 WIB. Adapun Pemohon mengajukan Permohonan di Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 20.36 WIB, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara a quo dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur). 
Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah mempersoalkan adanya keberpihakan dan pemberian dukungan dari aparatur negara serta money politics yang melibatkan kepala desa yang kesemuanya berkaitan dengan kejadian yang diakibatkan karena adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon a quo, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara a quo, sebagai berikut.
1. Bahwa terkait dalil penggelembungan suara pada 469 TPS di 27 kecamatan, Termohon membantah yang pada pokoknya penggelembungan suara sebagaimana didalilkan hanya menggunakan sampling indikasi di 3 TPS dan tidak representatif untuk keadaan yang sama pada 469 TPS. Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon tidak memiliki dasar yang kuat dan bersifat spekulatif, Pemohon hanya menggunakan bukti “sampling” dari segelintir TPS. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan bahwa hasil pengawasan Panwascam di 27 kecamatan tidak menemukan adanya kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan terkait adanya selisih suara. Setelah Mahkamah mencermati Bukti P-68 yang diajukan Pemohon dan Bukti T-3 sampai dengan Bukti T-471 yang diajukan Termohon berupa Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati pada 469 TPS, Mahkamah tidak menemukan adanya penggelembungan suara maupun selisih suara. Terlebih, hasil pengawasan Panwascam di 27 kecamatan menunjukan tidak ditemukan adanya kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan terkait adanya selisih suara. Selanjutnya, Mahkamah menemukan adanya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng, dan terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sukabumi dengan melaksanakan PSU pada tanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait penggelembungan suara pada 469 TPS yang tersebar di 27 kecamatan se-Kabupaten Sukabumi adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa terkait dalil adanya keterlibatan jajaran birokrasi dan ASN Kabupaten Sukabumi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam memenangkan Paslon 2, Termohon menyatakan dalil tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai pelanggaran yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara. Terlebih, dugaan pelanggaran tidak pernah dilaporkan kepada pihak yang berwenang hingga tenggang waktu yang ditentukan. Sementara itu, Pihak Terkait menyampaikan bahwa Pemohon mencoba mempermasalahkan peristiwa yang terjadi setelah hari pencoblosan tanpa memberikan argumen yang kuat tentang bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi hasil pemilu. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan bahwa laporan-laporan Pemohon mengenai dugaan pelanggaran TSM tidak dapat ditindaklanjuti. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan serta fakta hukum dalam persidangan, telah ternyata Pemohon sudah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sukabumi, dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah meneruskan laporan-laporan pelanggaran a quo kepada Bawaslu provinsi Jawa Barat yang selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Putusan Pendahuluan bertanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, dalil adanya keterlibatan jajaran birokrasi dan ASN Kabupaten Sukabumi secara terstruktur, sistematis dan masif memenangkan Paslon 2  adalah tidak beralasan menurut hukum.
3. Bahwa mengenai dalil adanya politik uang yang dilakukan secara TSM dalam memenangkan Paslon 2, Termohon membantah dalil tersebut sebab dugaan pelanggaran baru dilaporkan setelah selesai penghitungan dan rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Pihak Terkait menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Berkaitan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah tidak memiliki keyakinan berkenaan dengan adanya tindakan politik uang yang dilakukan secara TSM dalam memenangkan Paslon 2. Terlebih, laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Pemohon tersebut oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
4. Bahwa mengenai dalil adanya keterlibatan/ketidaknetralan Bupati Sukabumi yang sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi (partai pengusung paslon 2) yang diduga tidak melakukan cuti ketika masa kampanye pilkada 2024 berlangsung, Termohon dalam persidangan menjelaskan tidak ada informasi bahwa Bupati Sukabumi adalah tim sukses Paslon Pihak Terkait. Pihak Terkait menerangkan bahwa tuduhan Pemohon hanya bersifat asumsi tanpa didukung fakta atau dokumen sah, sebab yang bersangkutan tidak pernah tercatat sebagai bagian dari tim sukses Paslon 2 yang terdaftar secara resmi di KPU Kabupaten Sukabumi. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan pada pokoknya laporan-laporan Pemohon mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM tidak dapat ditindaklanjuti. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh para pihak, dan sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, telah ternyata Pemohon tidak dapat menunjukan bukti yang meyakinkan bahwa Bupati Sukabumi merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi. Adapun Bukti P-2 berupa salinan SK Tim Kampanye Paslon 2 dan tangkapan layar berita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk dapat meyakinkan Mahkamah. Selanjutnya, berkenaan dengan dugaan Bupati Sukabumi berpidato dan mengajak ASN untuk bersikap tidak netral dalam kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN),  Mahkamah menemukan fakta bahwa terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Palabuhanratu telah mengeluarkan Laporan Hasil Pengawasan bertanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
5. Bahwa terkait dalil adanya kegiatan Geopark Ciletuh Spektakuler di desa Mandrajaya pada tanggal 9 November 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata yang diduga penuh kepentingan untuk Paslon 2 yang dibuktikan dengan memberikan simbol salam dua jari sebagai dukungan kepada Paslon 2, Termohon menyatakan bahwa Pemohon baru melapor setelah selesai dilakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten. Sementara itu, Pihak Terkait membantah tuduhan tersebut dengan alasan penggunaan simbol dua jari belum tentu ditujukan kepada Paslon 2, karena simbol serupa bisa merujuk pada konteks lain, seperti Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang memiliki empat pasangan calon. Terlebih, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukabumi telah melakukan pembahasan laporan dugaan bertanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dikarenakan tidak memenuhi semua unsur pasal pelanggaran tindak pidana pemilihan. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan atau tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
6. Bahwa terkait dalil pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama setingkat eselon IIB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pengangkatan pejabat administrator (camat) pada masa tahapan pilkada, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pengangkatan pejabat a quo telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3990/SJ perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi bertanggal 21 Agustus 2024 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7777/OTDA bertanggal 2 Oktober 2024 perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
7. Bahwa terkait dalil adanya ketidaknetralan para kepala desa dan aparat desa serta Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi yang mendukung Paslon 02, Termohon membantah dalil tersebut sebab dugaan pelanggaran baru dilaporkan setelah selesai dilakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten. Pihak Terkait menyampaikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara personal dan tidak dapat dihubungkan dengan arahan atau instruksi dari tim sukses Paslon 2. Terlebih, jika terjadi pelanggaran oleh aparatur, maka menjadi kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan masing-masing Panwaslu Kecamatan pada pokoknya menyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. Menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum yang ada, dugaan pelanggaran netralitas para kepala desa sebagaimana di dalilkan Pemohon tersebut telah diselesaikan di tingkat Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang pada pokoknya tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
8. Bahwa berkenaan dengan adanya kegiatan bagi-bagi sembako yang sarat akan kepentingan Paslon 2, Termohon membantah dalil tersebut sebab dugaan pelanggaran baru dilaporkan setelah selesai dilakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten. Pihak Terkait menerangkan bahwa kegiatan tersebut bukan bagian dari agenda kampanye resmi Tim Pemenangan Paslon 2, dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya arahan atau instruksi dari Tim Pemenangan Paslon 2. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukabumi tanggal 18 November 2024, peristiwa tersebut bukan kegiatan kampanye karena bahan kampanye berupa stiker yang terdapat dalam paket sayuran belum terjadi tindakan pembagiannya sehingga bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
9. Terhadap dalil adanya penghitungan hasil cepat di media sosial versi Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang mendahului penetapan hasil penghitungan suara melalui pleno KPU,  Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan bahwa kegiatan tersebut adalah tindakan pencegahan serta untuk mengantisipasi error/down system dari Alat Kerja SIWASLIH yang terintegrasi dan tersistematis berbasis Google Spreadsheet guna menginput elemen data dokumen C Hasil di setiap TPS ke dalam Google Drive Putungsura Pilkada 2024. Terlebih, alat kerja tersebut hanya dapat diakses oleh operator Kabupaten, serta operator Kecamatan hanya diberi akses membuka dan melihat kecamatannya masing-masing. Menurut Mahkamah, penghitungan hasil cepat versi Bawaslu Kabupaten Sukabumi tersebut tidak mendahului penetapan hasil penghitungan suara melalui pleno KPU sebagaimana didalilkan, sebab tidak digunakan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu melainkan digunakan untuk kepentingan internal Bawaslu Kabupaten Sukabumi guna menghimpun data/dokumen proses pemungutan dan penghitungan suara untuk keperluan pengawasan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. 
Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 564.862 suara – 498.990 suara = 65.872 suara (6,19 %) atau lebih dari 5.319 suara.
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.
Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:
Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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